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ABSTRAK

Setiap tahun, diperkirakan 640.000 kg jaring bekas masuk ke laut, hal ini dikarenakan beberapa alasan seperti
alat tangkap yang ditinggalkan, alat tangkap hilang, dan alat tangkap yang dibuang (abandon, lost, discarded atau
ALDFG) dan lebih dikenal sebagai ghost gear. Nelayan skala kecil berpotensi menjadi pelaku sekaligus korban ghost
gear tanpa disadari. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh
ghost gear. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan Purposive sampling. Berdasarkan hasil analisis kerugian
langsung yang dialami nelayan sebagian besar disebabkan oleh tersangkutnya baling-baling oleh ghost gear dan
tersangkutnya alat tangkap dengan ghost gear. Sedangkan untuk kerugian tidak langsung, nelayan menghabiskan
waktu tambahan rata-rata 30 sampai 60 menit untuk membersihkan dan memperbaiki alat tangkap ataupun
baling-baling yang terbelit ghost gear. Menurut hasil perhitungan, kerugian ekonomi tahunan untuk nelayan
harian adalah Rp. 280.433.674,03 dan untuk nelayan mingguan Rp141.883.740.963,19. Hal ini menunjukkan
penurunan pendapatan tahunan sebesar 11% untuk nelayan harian dan 1% untuk nelayan mingguan.
Menurunnya pendapatan juga akan merugikan cara hidup nelayan, khususnya pengeluaran rumah tangganya.
Perubahan pengeluaran rumah tangga sebesar 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk pendidikan, dan
20% untuk biaya listrik bulanan. Untuk mengurangi dampak ghost gear ini diperlukan pengelolaan limbah jaring
bekas, oleh karena itu diharapkan pemerintah mendukung pelabuhan-pelabuhan perikanan di Tegal dengan
menyediakan fasilitas pembuangan, skema pembelian kembali atau inisiatif penggunaan kembali atau daur ulang
melalui rantai pasokan pengumpul jaring bekas.

Kata Kunci: ALDFG, dampak ekonomi, ghost gear, nelayan skala kecil, opportunity cost

ABSTRACT

Every year, an estimated 640,000 kg of used nets enter the sea for several reasons: lost fishing gear, discarded fishing
gear (abandoned, lost, discarded), and ghost gear. Small-scale fishermen have the potential to become perpetrators as
well as victims of ghost gear without realizing it. This study aims to estimate the potential economic losses caused by
ghost gear. The sampling method was carried out by purposive sampling. Based on the analysis results, the direct losses
experienced by fishermen were mostly caused by the ghost gear propellers’ snagging and the fishing gear with the ghost
gears. As for indirect losses, fishermen spend an average of 30 to 60 minutes extra time cleaning and repairing fishing
gear or propellers entangled in ghost gear. According to the calculation results, the annual economic loss for daily
fishermen is IDR 208,350,481.60, and for weekly fishermen, IDR 141,883,740,963.19. This represents a decrease
in annual income of 11% for daily fishers and 1% for weekly fishermen. The decline in income will also harm
fishermen’s way of life, especially their household expenses. Changes in housebold expenditure by 50% for daily needs,
30% for education, and 20% for monthly electricity costs. To reduce the impact of this ghost gear, it is necessary to
manage used net waste. Therefore, it is hoped that the government will support fishing ports by providing disposal
facilities, buyback schemes, or Reuse or recycling initiatives through the used net collector supply chain.

Keywords: ALDF G, economic impact, ghost gear, opportunity cost, small scale fisheries
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PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejarah yang panjang
mengenai kedaulatan wilayah khususnya laut.
Awal kemerdekaan, Indonesia memiliki laut yang
dapat mengancam kedaulatan (Hagqiqi, 2020).
Sebelum tahun 1957, wilayah laut Indonesia masih
berdasarkan Ordonansi Belanda yang dikeluarkan
tahun 1939 (Teritoriale Zee en Maritieme Kringen
Ordonnantie) hanya memiliki lebar laut sejauh tiga
mil (Tribawono, 2018) sehingga pulau-pulau di
Indonesia dipisahkan oleh laut-laut pedalaman atau
lautyang hampir dikelilingi oleh daratan (Oktaviardy
et al., 2023; Zhuo et al., 2020). Awal kemerdekaan,
Indonesia memiliki luas laut 100.000 km* namun
pasca deklarasi Juanda 1957 dan sidang United
Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
1958, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan
sehingga bertambahnya luas laut Indonesia menjadi
8 juta km? (Zuhdi, 2018). Bertambahnya luas laut
tersebut membuat kedaulatan Indonesia semakin
kuat karena pulau-pulau tidak lagi terpisah namun
berkonsekuensi dengan risiko keamanan maritim
seperti kejahatan perikanan laut, penyelundupan
narkoba, dan perdagangan manusia (Ali et al., 2021;
Thontowi, 2018). Hal ini dikarenakan laut menjadi
jalur utama interaksi ekonomi dan keamanan global

(Al Syahrin, 2018).

Luasnya laut Indonesia menjadikan Indonesia
sebagai negara yang kaya akan sumber daya
perikanan. Data dari Kementerian Kelautan dan
Perikanan Indonesia diperkirakan bahwa Indonesia
menghasilkan 12,54 juta ton per tahun ikan laut
yang mana 37% ikan tersebut merupakan spesies
dunia yang bernilai ekonomis tinggi (Aryani, 2021).
Berlimpahnya kekayaan laut Indonesia tersebut
dapat mendatangkan risiko keamanan yang dapat
mengganggu  kepentingan nasional Indonesia
(Anwar, 2018). Pada umumnya wilayah perbatasan
Indonesia adalah wilayah pedesaan dengan berbagai
infrastruktur yang belum memadai, rentan terhadap
gangguan, dan ketidakamanan. Wilayah perbatasan
laut, praktik ancaman banyak terjadi seperti sengketa
antar negara, terorisme maritim, pembajakan,
penyelundupan narkotika, penyelundupan orang dan
barang terlarang, pengayaan atau proliferasi senjata,
penangkapan ikan ilegal, pencemaran lingkungan,
atau kecelakaan dan bencana alam maritim (Bueger,
2015).

Data dari Kementerian Kelautan dan
Perikanan Indonesia, di tahun 2021 terdapat 135
unit kapal yang ditangkap karena melakukan illegal
fishing di perairan Indonesia. Kapal tersebut berasal
dari Indonesia 88 unit, Malaysia 16 unit, Vietnam
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25 unit, dan 6 unit dari Filipina (KKP, 2021).
Pada tahun 2022 puluhan kapal kasus illegal fishing
ditangkap diantaranya; 72 unit dari Indonesia, 8 unit
dari Malaysia, dan 1 unit kapal dari Filipina (KKP,
2022). Aktivitas illegal fishing di Indonesia biasanya
beroperasi di wilayah perbatasan dan perairan
internasional. Wilayah barat lokasi yang biasanya
menjadi incaran illegal fishing adalah perairan
Provinsi Aceh dan Selat Malaka (Muhamad, 2012).

Illegal  fishing merupakan kegiatan yang
melanggar aturan penangkapan ikan seperti
menggunakan bom ikan, pembiusan, bahan
beracun, penggunaan pukat harimau, pemalsuan
surat izin penangkapan, dan pencurian ikan di
wilayah suatu negara oleh nelayan negara lain
(Jamilah & Disemadi, 2020). Kasus illegal fishing
merupakan kejahatan perikanan yang terjadi hampir
di seluruh dunia, termasuk di Aceh (Battista et
al., 2018). Ada beberapa kasus illegal fishing yang
terjadi di perairan Aceh. Di Pulo Aceh misalnya,
terjadinya illegal fishing dikarenakan penggunaan
bom yang menyebabkan rusaknya terumbu karang
dan ekosistem laut (Devy et al., 2019). Penangkapan
ikan secara illegal juga dilakukan oleh kapal ikan
asing di wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur atau
diperairan selat Malaka. Penangkapan ikan di
wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur dikarenakan
airnya yang relatif tenang. Di wilayah ini sering
masuknya kapal dari Thailand dan Malaysia yang
menangkap ikan dengan pukat harimau (Adwani et
al., 2016; Farsia et al., 2020). Dari aktivitas illegal
fishing ini selain berdampak kepada kerusakan
lingkungan juga dapat menimbulkan tantangan
dan ancaman yang akhirnya menggangu kedaulatan
dan stabilitas nasional (Muhammad Ridha
Iswardhana, Adi Wibawa, 2020). Illegal fishing juga
berdampak kepada penurunan tingkat kesejahteraan
masyarakat nelayan. Aktivitas illegal fishing di Aceh
ini menyebabkan rantai kemiskinan nelayan tidak
pernah hilang (Wahyuddin et al., 2017).

Tulisan ini berfokus kepada kasus illegal fishing
yang terjadi diperairan Aceh baik yang dilakukan oleh
kapal asing di wilayah perbatasan laut antar negara
maupun kapal ikan Indonesia. Tulisan ini penting
dikaji karena illegal fishing merupakan aktivitas yang
mengganggu keamanan sumber daya perikanan di
laut yang menjadi isu penting bagi sebuah negara.
Keamanan sumber daya perikanan di laut menjadi
begitu penting dikarenakan perikanan laut sebagai
sumber protein yang digunakan untuk pemenuhan
pangan bagi keberlangsungan hidup masyarakat.
Kegiatan penangkapan ikan melalui cara illegal
dapat mengancam keberlangsungan sumber daya
perikanan di laut.
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Dikatakan illegal  fishing ketika nelayan
melakukan  kegiatan yang melanggar aturan
penangkapan ikan seperti menggunakan bom
ikan, pembiusan, bahan beracun, penggunaan
pukat harimau, pemalsuan surat izin penangkapan,
dan pencurian ikan di wilayah suatu negara oleh
nelayan negara lain (Jamilah & Disemadi, 2020).
Aceh merupakan provinsi yang sering terjadi kasus
illegal fishing yang dilakukan oleh kapal ikan asing
maupun kapal ikan Indonesia. Kasus terbaru untuk
kapal ikan asing tahun 2022 di Aceh adalah dengan
ditangkapnya dua unit kapal berbendera Malaysia
(Syahriyal, 2022). Lima tahun belakangan, kapal
berbendera asing sering masuk ke wilayah Aceh
yang di dominasi oleh kapal dari Malaysia (Sari
et al., 2019). Sementara itu kapal ikan Indonesia
jumlahnya lebih banyak melakukan pelanggaran
penangkapan ikan daripada yang dilakukan oleh
kapal ikan asing. Kasus illegal fishing yang dilakukan
di perairan Aceh memiliki pola yang disesuaikan
dengan geografis wilayahnya. Illegal fishing yang
dilakukan oleh kapal ikan asing sering terjadi di
wilayah utara hingga timur Aceh sedangkan illegal
fishing yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia
banyak ditemukan di wilayah barat hingga selatan
Aceh. Berdasarkan uraian latar belakang di atas,
tulisan ini bermaksud untuk menganalisis mengapa

kasus illegal fishing di perairan Aceh sering terjadi.

Kajian keamanan di Aceh banyak membahas
mengenai  keamanan  tradisional  maupun
nontradisional. ~ Secara  sederhana  keamanan
tradisional berfokus kepada negara dan penggunaan
senjata/ militer (Hosen, 2022; Liaqat et al., 2022;
Nurhasanah et al., 2020; Saha & Chakrabarti, 2021a;
Sudiar, 2019) sedangkan keamanan nontradisional
tanpa menggunakan senjata/ non militer dan
aktornya tidak hanya negara tapi juga non negara
(Hosen, 2022; Liaqat et al., 2022; Nurhasanah et
al., 2020; Saha & Chakrabarti, 2021b; Yasmin,
2021). Adanya keamanan maka akan berdampak
kepada terciptanya rasa nyaman, damai, tertib, dan

keadilan (Soegeng, 2020).

Ada beberapa kajian keamanan dengan
mengambil lokasi di Aceh misalnya penelitian
terorisme yang diteliti oleh Nurmasyah menjelaskan
bahwa Aceh sangat mudah dimasuki oleh terorisme.
Masuknya terorisme ini disebabkan geografis Aceh
yang jauh dari pemerintah pusat dan kurangnya
jumlah personil keamanan di sana. Penelitian dari
Nurmasyah ini menyimpulkan bahwa pencegahan
terorisme di Aceh dapat dilakukan melalui
pendekatan  kemasyarakatan dan penggunaan
agama dalam mensosialisasi bahaya terorisme
(Nurmansyah, 2021). Kajian keamanan yang

p-ISSN: 2088-8449
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ditulis oleh Lee menganalisis konflik yang terjadi
antara pemerintah Aceh dengan Indonesia pasca
ditandatangani MoU Helsinki. Temuan Lee pasca
MoU Helsinki menyebutkan bahwa MoU tersebut
mampu mengakhiri konflik namun tidak dengan
hilangnya permusuhan (Lee, 2020). Sejalan dengan
itu, tulisan Dewi menemukan bahwa adanya konflik
laten di Aceh yang sudah tertanam kuat selama
16 tahun pasca MoU Helsinki karena pelanggaran
hak asasi manusia di masa lalu (Dewi et al., 2022).
Zainal menambahkan bahwa meskipun MoU
Helsinki berhasil namun juga berdampak negatif
karena mereduksi otoritas pemerintah Aceh dalam
mengatur dirinya sendiri melalui Undang-Undang
(UU) Pemerintah Aceh (Zainal, 2016).

Masih berhubungan dengan konflik, isu
keamanan dalam penyelesaian konflik Aceh juga
melibatkan pihak asing (Fahry & Fuadi, 2020;
Pratiwi, 2019). Penyelesaian konflik di Aceh
melibatkan pihak asing yang berperan sebagai
mediator (Pratiwi, 2019). Crisis Management
Initiative (CMI) merupakan organisasi yang berperan
dalam mencegah dan menyelesaikan konflik melalui
dialog dan mediasi informal (Fahry & Fuadi, 2020).
Kemudian isu keamanan di Aceh juga mendiskusikan
peran Wali Nanggroe dalam menyelesaikan konflik
akibat penerapan otonomi khusus. Wali Nanggroe
berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban
umum pasca konflik serta masalah sosial yang ada
di masyarakat (Bustamam, 2022). Kajian keamanan
manusia di Aceh yang ditulis oleh Munawih
mengangkat bagaimana hukum syariat Islam di
Aceh memberikan perlindungan kepada perempuan
yang menjadi korban kekerasan. Temuan tulisan
tersebut adalah meskipun negara sudah memberikan
perlindungan dalam UU namun lahirnya qanun
syariat Islam di Aceh justru perempuan sering
mendapatkan kekerasan (Munawiah et al., 2017).

Kajian keamanan di Aceh lainnya terdapat
dalam tulisan Savitri yang mengangkat isu
keamanan maritim. Tulisan Savitri memfokuskan
kepada bagaimana Panglima Laot berperan dalam
meningkatkan ketahanan sosial (Savitri E.I, Wiranto
S, 2022). Isu kemaritiman lainnya juga ditulis oleh
Rizki yang menulis mengenai kasus penggunaan
“pukat harimau” oleh nelayan di wilayah Aceh
Barat. Tulisan tersebut ditulis dengan menggunakan
pendekatan keamanan manusia menemukan bahwa
penggunaan “pukat harimau” menimbulkan konflik
diantara nelayan (Rizki, 2020).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan
di atas, dapat dilihat bahwa kajian keamanan
tradisional dan  nontradisional telah  banyak

dilakukan di Aceh. Namun jika dibandingkan dua
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pembagian keamanan tersebut maka kajian keamanan
nontradisional lebih banyak dibahas khususnya
penyelesaian konflik di Aceh melalui perundingan
dan alternatif lainnya. Kajian keamanan maritim
melalui pendekatan keamanan nontradisional masih
belum populer di Aceh. Tulisan ini berkontribusi
untuk mengkaji keamanan nontradisional di

bidang maritim khususnya illegal fishing di Aceh.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tegalsari, Kota
Tegal. Pengambilan data dilakukan dibeberapa titik,
yaitu Muara Reja, Pulau Komodo dan Pulau Kodaok.
Pengambilan data dilaksanakan pada bulan November
- Desember 2021.

Jenis dan Metode pengumpulan Data

Metode yang dilakukan untuk memperoleh
data dan informasi digunakan yaitu dengan melakukan
pengamatan langsung di lapangan, wawancara
mendalam dengan menggunakan kuesioner yang
sudah disiapkan (close question) dengan 41 responden
secara proposive sampling dengan kriteria responden
yang diambil adalah nelayan skala kecil dibawah
10GT dan melakukan studi literatur. Pemilihan
responden nelayan dibawah 10GT karena di Tegal
sari masih banyak nelayan kecil dan pendapatan yang
tidak terlalu besar, maka ketika nelayan ini terkena
ghost gear maka dampaknya akan berpengaruh ke
nelayan-nelayan dibawah 10GT. Data dan informasi
yang diperoleh digunakan untuk menganalisis
dampak ekonomi dilihat dari kerugian langsung
yang dirasakan nelayan kecil akibat adanya ghost
gear. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan
kuantitatif.

Metode Analisis

Kerugian langsung mengacu pada kerugian
nelayan karena ghost gear . Kerugian langsung
yang dialami nelayan akibat ghost gear meliputi
kerusakan alat tangkap dan baling-baling yang
terdiri dari biaya perbaikan, biaya kehilangan, dan
opportunity cost. Dari hilangnya pendapatan nelayan
akibat adanya ghost gear akan berpengaruh pada
pengeluaran harian nelayan, perubahan pengeluaran
ini akan dihitung dari perubahan pengeluaran dari
pendapatan awal dan pengeluaran setelah terkena

ghost gear.

Selain itu, studi dampak ekonomi menunjukkan
bahwa sektor perikanan dapat dipengaruhi secara
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negatif oleh berbagai faktor, termasuk biaya
langsung, seperti waktu yang dihabiskan (Koslow
et al., 2000). Dampak Ekonomi Ghost gear pada
Perikanan Skala Kecil di Laut Jawa: (i) perbaikan
kapal, biaya penggantian alat tangkap yang hilang,
biaya pembelian alat tangkap baru untuk memenuhi
peraturan baru, atau biaya pemulihan; (ii) biaya
tidak langsung karena penurunan populasi spesies
dengan nilai komersial, yang juga dapat menyebabkan
peningkatan biaya sumber daya yang diperlukan
untuk menangkap penurunan populasi perikanan
sasaran, sementara efek berganda dari penurunan
pendapatan penangkapan juga berkurang; dan (iii)
biaya sosial seperti berkurangnya lapangan kerja di
komunitas nelayan, berkurangnya manfaat rekreasi,
pariwisata, dan penyelaman, serta risiko keselamatan
bagi nelayan dan kapal (Al-Masroori ez al., 2004).

Biaya Perbaikan

Biaya perbaikan dihitung dari uang yang
dikeluarkan untuk memperbaiki alat tangkap dan
baling-baling yang rusak akibat ghost gear. Rata-rata
biaya perbaikan dihitung sebagai berikut:

RBP = @ ............................................ (1)

Keterangan:

RBP : Rata-rata biaya perbaikan (Rp/nelayan)
BP . Biaya perbaikan aktual kerusakan (Rp)
i :  Nelayan ke i

n : Jumlah responden (nelayan)

Biaya Kehilangan

Ghost gear dapat menjadi penyebab hilangnya
alat tangkap yang dialami oleh nelayan. Biaya
dapat diperkirakan dari nilai penggantian (harga
pembelian) alat tangkap atau baling-baling yang
ditinggalkan atau tidak digunakan. Namun,
perhitungan ini tidak memasukkan penyusutan,
karena baik alat tangkap maupun baling-baling
digunakan dalam waktu singkat yaitu satu sampai
tiga bulan. Rata-rata kehilangan alat tangkap,
dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

i=1 BK;

RBK = 2L e (2)

Keterangan:

RBP : Rata-rata biaya kehilangan (Rp/nelayan)
BP : Biaya kehilangan (Rp)

i ¢ Nelayan ke i

n : Jumlah responden (nelayan)
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Opportunity Cost

Opportunity Cost mengacu pada kerugian yang
dialami oleh nelayan karena ghost gear menghalangi
untuk melakukan penangkapan ikan. Biaya ini
diukur dengan hilangnya pendapatan yang berasal
dari pendapatan yang hilang akibat perbaikan alat
tangkap atau baling-baling yang rusak. Rata-rata
opportunity cost, dihitung sebagai berikut:

n
R 0 C — i=1 0 Ci .......................................... (3)
n
Keterangan:
ROC : Rata-rata opportunity cost (Rp/nelayan)

OC : Pendapatan yang hilang karena memperbaiki
alat tangkap atau baling-baling yang rusak (Rp)

i : Nelayan ke i

n :  Jumlah responden (nelayan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerugian Langsung

Kerugian langsung dalam penelitian ini
terbatas pada kerugian yang dirasakan oleh nelayan
yang berhubungan langsung dengan kegiatan
penangkapannya. Dari hasil survei, seluruh
responden mengaku pernah terkena ghost gear. Hal
ini merupakan masalah serius karena mayoritas
mengalaminya dalam sebulan terakhir. Umumnya
kerusakan terjadi pada baling-baling yang tersangkut
pada ghost gear (83%), sedangkan sisanya tersangkut
pada jaring nelayan yang masih aktif. Nelayan
biasanya langsung memperbaiki atau membersihkan
alat tangkapnya dan baling-balingnya tidak sengaja
terjerat, hanya 5% nelayan yang memutuskan
untuk meninggalkan alat tangkapnya. Nelayan yang
meninggalkan alat tangkap mengaku kesulitan untuk
mengambil kembali alat tangkap yang tersangkut.

30%

20%

m Kebutuhan sehari-hari
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Sebagian besar nelayan (95%) telah kehilangan
alat tangkap, sedangkan sisanya tidak. Hampir
sepertiga nelayan mengaku sengaja membuang alat

tangkapnya ke laut.

Opportunity  cost yang dialami nelayan
yaitu, nelayan menghabiskan waktu ekstra untuk
membersihkan dan memperbaiki alat tangkap dan
perahu yang tersangkut ghost gear, dengan rata-
rata waktu perbaikan 30 menit hingga satu jam.
Hal ini jarang diperhatikan oleh para nelayan,
namun sebenarnya sangat dirasakan. Penelitian ini
memperhatikan kerugian lebih lanjut dimaksud
yang tentunya akan mengurangi pendapatan
nelayan. Perubahan pendapatan yang mempengaruhi
pengeluaran rumah tangga nelayan disajikan pada
Gambar 1.

Kerugian nelayan karena mengalami ghost gear
akan mengurangi pendapatan. Hal ini ditunjukkan
dengan adanya biaya tambahan yang harus
dikeluarkan untuk mengatasi kerugian tersebut.
Penurunan pendapatan juga akan mempengaruhi
mata pencaharian nelayan terutama penurunan
pengeluaran rumah tangga. Perubahan pengeluaran
rumah tangga sebesar 50% untuk kebutuhan sehari-
hari, 30% untuk biaya pendidikan dan 20% untuk
biaya listrik bulanan, hal ini dilihat dari pengeluaran
rumah tangga nelayan ketika nelayan tidak terkena

ghost gear.

Estimasi Kerugian Ekonomi

Estimasi kerugian akibat ghost gear dihitung
dari total biaya perbaikan dan total biaya dari kerugian
baik alat tangkap maupun spare part kapal. Biaya
perbaikan berasal dari biaya perbaikan alat tangkap
dan baling-baling akibat ghost gear. Biaya kehilangan
adalah kerugian karena tidak dapat lagi menggunakan
alat tangkap atau baling-baling. Dari hasil survey,
alat tangkap tidak dapat digunakan kembali karena

Lisrtik

Pendidikan

Gambar 1 Perubahan Pengeluaran Nelayan Akibat Ghost Gear
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Tabel 1. Kerugian Ekonomi Akibat Adanya Ghost Gear

Tipe Kerugian Nelayan harian Nelayan Mingguan
(Rp/trip) (Rp/tahun) (Rp/trip) (Rp/tahun)
Biaya Perbaikan 92.307,96 468.299.598,02 71.242,81 391.550.481,60
Biaya kehilangan 323.461,54 888.872.307,69 100.000,00 73.280.000,00
Opportunity cost 70.849,63 359.436.521,10 37.909,48 17.362.540,13
Total Kerugian 786.581,95 280.433.674,03 3.430.818,96 141.883.740.963,19

rusak atau tertinggal karena adanya ghost gear, seperti
baling-baling yang patah tidak dapat digunakan
kembali. Perhitungan kerugian ekonomi disajikan
pada Tabel 1.

Dari hasil survei, sebagian dari nelayan yang
membiarkan atau meninggalkan alat tangkap yang
tersangkut oleh ghost gear, nelayan cenderung
mengambil  kembali ~dan  memperbaikinya.
Responden dikelompokkan menjadi dua kelompok
yaitu nelayan harian dan nelayan mingguan. Nelayan
harian adalah nelayan yang mencari ikan berangkat
pagi dan pulang siang atau sore, sedangkan nelayan
mingguan adalah nelayan yang melaut tiga sampai

lima hari. Berdasarkan analisis biaya perbaikan
masing-masing berkisar Rp 468.299.598,02/tahun
untuk nelayan harian dan Rp 391.550.481.60/
tahun untuk nelayan mingguan. Nelayan yang
meninggalkan alat tangkapnya tidak dikenakan
biaya perbaikan. Biaya kehilangan masing-masing
berkisar Rp 888.872.307,69/tahun untuk nelayan
harian dan Rp 73.280.000,00/tahun untuk nelayan
mingguan. Opportunity cost dihitung dari waktu
ekstra untuk membersihkan dan memperbaiki alat
tangkap dan perahu yang tersangkut ghost gear,
nilainya sebesar Rp 359.436.521,10/tahun untuk
nelayan harian dan Rp 17.362.540,13/tahun untuk
nelayan mingguan (Tabel 1).

Tabel 2. Total Pendapatan Yang Hilang Akibat Adanya Ghost Gear

Nelayan harian Nelayan Mingguan
Keterangan
(Rp/trip) (Rp/tahun) (Rp/trip) (Rp/tahun)

Total penerimaan 1.136.384,62 149.893.676.307,69 5.179.933,33 227.751.308.800,00
Biaya melaut 299.962,82 39.566.295.876,92 3.211.666,67 141.210.560.000,00
Pendapatan 836.421,79 110.327.380.430,77 1.968.266,67 86.540.748.800,00
Biaya kehilangan akibat adaya ghost gear
Biaya Perbaikan 92.307,96 468.299.598,02 71.242,81 391.550.481,60
Biaya kehilangan 323.461,54 888.872.307,69 100.000,00 73.280.000,00
Opportunity cost 70.849,63 359.436.521,10 37.909,48 17.362.540,13
Total Kerugian 786.581,95 280.433.674,03 3.430.818,96 141.883.740.963,19
Opportunity cost
Total biaya; tidak 715.732,32 250.480.630,60 3.382.909,48 141.675.390.481,60
termasuk opportunity
cost)
Total biaya; termasuk 786.581,95 280.433.674,03 3.430.818,96 141.883.740.963,19
opportunity cost
Pendapatan; tidak 420.652,29 269.983.523,24 1.797.023,85 86.075.918.318,40
termasuk opportunity
cost
Pendapatan 349.802,66 240.030.479,82 1.749.114,37 85.867.567.836,81

(termasuk opportunity
cost)
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Kerugian  lanjutan  mempertimbangkan
opportunity cost, ini adalah pendapatan yang hilang
dari investasi waktu untuk mencari ikan, diganti
dengan membersihkan dan memperbaiki alat
tangkap atau baling-baling karena ghost gear. Nelayan
cenderung untuk membersihkan dan memperbaiki
alat tangkap dan baling-balingnya yang tersangkut
oleh ghost gear karena mereka mempertimbangkan
waktu untuk melakukannya lebih sedikit, sehingga
mereka dapat langsung melakukan penangkapan
ikan.

Kerugian dan dampak lanjutan akibat ghost
gear dihitung dari total biaya perbaikan, total biaya
kerugian, dan biaya tersembunyi yang termasuk
dalam biaya tidak langsung yang dirasakan nelayan
akibat ghost gear. Berdasarkan hasil perhitungan
didapatkan total kerugian ekonomi masing-masing
sebesar Rp 280.433.674,03/tahun untuk nelayan
harian dan Rp 141.883.740.963,19/tahun untuk
nelayan mingguan. Hal ini menunjukkan penurunan
pendapatan sebesar 11% per tahun untuk nelayan
harian dan 1% untuk nelayan mingguan (Tabel 2).

Dari 41 nelayan kecil harian dan mingguan
menunjukkan penggunaan kapal penangkap ikan
dengan kapasitas maksimal 10 GT dan beroperasi
di Laut Jawa Hasilnya menunjukkan rata-
rata pendapatan nelayan Rp 1.000.000 dengan
pengeluaran bahan bakar dan konsumsi Rp 300.000.
Namun ada biaya lain yang tidak dipertimbangkan
diataranya adalah opportunity cost saat nelayan
terkena ghost gear.

Keberadaan ghost gear sangat merugikan nelayan
kecil, maka untuk menguragi ghost gear diperlukan
pengelolaan limbah jaring. Seperti studi yang
dilakukan oleh Sarkis et al. (2002), mengidentifikasi
langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif
ghost gear yang bisa diserahkan nelayan kepada
pemerintah. Yakni, mengembangkan perjanjian
dengan bisnis daur ulang untuk memaksimalkan
peluang pembuangan limbah bersih yang hemat
biaya dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Memberikan informasi kepada pembuat kebijakan,
industri, dan pemangku kepentingan lainnya tentang
mengapa alat tangkap hilang, kontribusinya terhadap
sampah laut, dampaknya terhadap lingkungan laut,
dan biaya terukur dan tak terukur (Omer 2008 ).

SIMPULAN DAN REKOMENDASIKEBIJAKAN

Simpulan

Estimasi  kerugian ekonomi total Rp
280.433.674,03/tahun untuk nelayan harian dan Rp
141.883.740.963,19/tahun untuk nelayan mingguan.

p-ISSN: 2088-8449
e-ISSN: 2527-4805

Hal ini menunjukkan adanya penurunan pendapatan
sebesar 11% per tahun untuk nelayan adat dan 1%
untuk nelayan mingguan. Penurunan pendapatan
juga akan mempengaruhi mata pencaharian nelayan
terutama penurunan pengeluaran rumah tangga.
Perubahan pengeluaran rumah tangga sebesar 50%
untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk pendidikan,
dan 20% untuk biaya listrik bulanan.

Rekomendasi Kebijakan

Setelah melakukan penelitian di Tegal, kami
melihat ada upaya untuk mengurangi dampak
negatif dari ghost gear yang bisa dilakukan, antara
lain:

1. Mengembangkan perjanjian dengan bisnis
daur ulang. Rekomendasi ini bertujuan
untuk memaksimalkan peluang pembuangan
dan pengelolaan limbah jaring bekas.
Dengan adanya perjanjian ini, nelayan akan
memiliki tempat yang aman untuk
membuang jaring bekas mereka. Hal ini
dapat mengurangi kemungkinan nelayan
membuang jaring bekas ke laut.

2. Menyediakan informasi kepada pembuat
kebijakan,  industri, dan  pemangku
kepentingan lainnya tentang masalah
ghost gear. Rekomendasi ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran tentang masalah
ghost gear. Dengan meningkatnya kesadaran,
pembuat kebijakan, industri, dan pemangku
kepentingan lainnya dapat mengambil
tindakan untuk mengurangi ghost gear.

3. Mengembangkan program pengelolaan
limbah  jaring bekas di pelabuhan
perikanan. Rekomendasi ini bertujuan
untuk menyediakan fasilitas dan insentif
bagi nelayan untuk membuang jaring bekas
mereka ke tempat yang aman. Program ini
dapat membantu mengurangi ghost gear dan
melindungi nelayan kecil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan
baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk
itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada
Conservation Strategy Fund Indonesia yang telah
mendanai penelitian ini. DPPP (Dinas Kelautan
dan Perikanan, Pertanian dan Pangan) Kota Tegal
dan BAPPEDA Kota Tegal yang telah bekerjasama
dalam penelitian ini.
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